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ABSTRAK

Jihan Verike : Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap
Kabupaten kepulauan Mentawai. Penelitian dilakukan pada kantor Desa
Sikakap yang beralamat di JI. Raya Sikakap, Dusun Sikakap Tengah,
Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bentuk penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif,
yaitu mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan  mengenai
penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Desa Sikakap. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang
menyajikan data melalui data yang telah dikumpulkan, diolah dan
dianalisis  diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal
22 sudah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sikakap
menggunakan sistem e-billing dan melakukan penyetoran ke Bank Nagari.
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pemerintah Desa Sikakap hanya
melakukan pelaporan dalam bentuk pelaporan atas transaksi keseluruhan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Peraturan Menteri Keuangan
No0.231/PMK.03/2019.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  membangun
Indonesia  dari  pinggiran, diantaranya dengan  meningkatkan
pembangunan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa mengatur bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan rintisan masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintah”. Dalam mengatur dan menyusun desa maka diperlukan
Dana Desa sebagai sumber pembangunan. Menurut Kamaroesid
(2017:294) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari
pemerintah pusat yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), ke Kabupaten/Kota yang disebut Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan selanjutnya ke Desa
yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
APBDesa  merupakan rencana anggaran  Kkeuangan  tahunan
pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program
dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dalam pengelolaan
Dana Desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan
melalui rekening desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa,
sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola
keuangannya. Pemimpin  desa disebut juga Kepala Desa,
Kewenangan kepala desa salah satunya diatur dalam Pasal 93
Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Pada Pasal 93 termuat kewenangan kepala desa
selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatauasahaan, dan pelaporan dan
pertanggungjawaban. Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan
kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagai
bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya. Bendaharawan
dalam lingkupan kantor desa disebut juga dengan Kaur Keuangan
Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan tugas

Bendahara Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan yang bertugas



sebagai pemegang kas desa dan mengatur rancangan belanja desa
dengan dananya bersumber dari APBN/APBD.

Salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan dari keuangan
desa adalah kewajiban dalam bidang perpajakannya. Desa memiliki
kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 58 tersebut dinyatakan
bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas
anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi
pajak adalah kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
dipergunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa adanya kewajiban
untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya
diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22
merupakan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga. Subjek pemungut

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan



sehubungan dengan objek pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 seperti bendaharawan pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik
badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dibidang impor
maupun kegiatan usaha bidang lain. Setiap pembayaran dan
pembelian atas penyerahan barang kepada instansi pemerintah
merupakan objek pajak penghasilan pasal 22. Sesuai dengan
ketentuan dibidang perpajakan bendahara pemerintah yang dimaksud
adalah bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas dan
pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu bendahara desa.
Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Bendahara desa
merupakan salah satu bendahara pemerintah yang melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang
berasal dari APBDesa penghasilan dalam bagian tahun berjalan.
Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan,
bendahara desa harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama

yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan



dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), serta Bea Materai.

Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Desa Sikakap
menganut  sistem  pemungutan  Withholding assessment  system
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan
kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak. Salah
satunya adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh
bendahara desa. Setelah melakukan kewajiban pemotongan dan
pemungutan pajak, bendahara melakukan penyetoran uang pajak ke
kas negara dan melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan
Pajak menggunakan formulir (SPT) Masa. Bukti potong Pajak
Penghasilan juga harus dibuat oleh bendahara pengeluaran atas
pajak yang telah dipotongnya.

Desa Sikakap merupakan desa yang sudah memperoleh
anggaran pendapatan dari pemerintah pusat dari tahun 2015. Antara
lain berupa alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah
pusat. Adapun rincian anggaran dana desa yang diperoleh Desa
Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.Rincian Dana Desa Sikakap Tahun 2020

Tahap Penerimaan Periode Jumlah

Tahap | Mei Rp641.365.500




Tahap I Agustus Rp637.042.800
Tahap 1l November Rp314.488.680
Total Rp1.592.607.000

Sumber : Bendahara Desa Sikakap, 2020

Pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa Dana Desa yang
diterima oleh Desa Sikakap diperoleh melalui tiga tahap penyaluran,
yaitu tahap | pada bulan Mei sebesar Rp641.365.500 tahap Il pada
bulan Agustus sebesar Rp637.042.800 tahap Ill pada bulan
Desember sebesar Rp314.488.680. Anggaran Dana Desa yang
diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp1.592.607.000 tersebut
tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan termasuk dalam pemungutan, penyetoran dan
pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan
oleh peneliti diketahui bahwa Pemerintah Desa Sikakap masih
mengalami kesalahan dalam perhitungan yang mana Pemerintah
Desa Sikakap melakukan penginputan perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 22 menggunakan aplikasi  Sistem  Keuangan Desa
(SISKEUDES) yang digunakan dari tahun 2017, yang mana aplikasi
SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama Ditjen Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam  Negeri aplikasi ini

digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.



Pemerintah Desa Sikakap mengalami keterlambatan penyetoran
berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No0.231/PMk.03/2019 Pasal 23 ayat 2 mengatakan “Instansi
Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan
PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksaan pembayaran”. Untuk
itu dilakukan peninjauan terhadap Pemerintah Desa Sikakap dalam
melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22. Berdasarkan
uraian masalah di atas maka penulis mengangkat judul “Tinjauan
Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana

Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap

Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini  untuk
mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas
Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan

Mentawai.



D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
1. Kantor Desa Sikakap
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
kantor Desa Sikakap sebagai informasi dan evaluasi bagi pihak
desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan
Dana Desa dan dalam perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan pajak atas Dana Desa harus sesuai dengan peraturan
yang menjadi tolak ukur atas pelaksanaan pajak yang selama ini
dilakukan oleh kantor Desa Sikakap.
2. Program Studi Manajemen Pajak
Hasil penelitian ini  dapat digunakan sebagai referensi
kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Penulis
Dengan adanya penelitian ini penulis dapat pengetahuan
tentang pajak dana desa, penulis dapat menerapkan ilmu
perpajakan, dan metode penelitian yang diperoleh diperkuliahan
dan mempratekkannya sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga
dapat penulis aplikasikan di masa mendatang.
4. Pihak Lain
Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi,
memberikan pemahaman dan sebagai bahan pertimbangan atau

salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil peneltian yang telah
dilakukan di Kantor Desa Sikakap tentang Pajak Penghasilan Pasal
22 terhadap Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1. Tinjauan Penerapan Perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sikakap sudah
mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu
Peraturan Menteri Keuangan No0.231/PMK.03/2019. Setiap transaksi
belanja barang dikenakan PPh Pasal 22 dan nilai pemungutan sudah
tercatat secara akurat dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa
dari sisi perhitungan dan pemungutan, pemerintah desa telah

menunjukkan kepatuhan yang baik.

2. Tinjauan Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah
dilakukan oleh Pemerintan Desa Sikakap melalui sistem e-billing
lalu di setorkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera
Barat atau disebut Bank Nagari. Namun penyetoran yang dilakukan
Pemerintah Desa Sikakap masih dilakukan tidak tepat waktu.
Meskipun pajak disetor, keterlambatan ini menunjukkan masih

adanya kendala dalam pengelolaan jadwal kewajiban perpajakan
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yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 belum dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Bendahara desa belum menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa ke KPP Pratama Padang sebagai bentuk
pelaporan. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman bahwa
pembayaran pajak melalui e-billing sudah cukup memenuhi
kewajiban. Menurut peraturan yang berlaku, pelaporan tetap wajib
dilakukan sebagai bukti kepatuhan perpajakan. Tidak adanya
pelaporan juga menghambat kemungkinan pengajuan restitusi atas

kelebihan pembayaran pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka
peneliti dapat memberikan saran dan solusi yang diharapkan dapat
memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Sikakap Kabupaten
Kepulauan  Mentawai. Bendahara Desa  Sikakap  Kabupaten
Kepulauan Mentawai harus memahami peraturan perpajakan yang
berlaku dan lebih teliti serta mengerti jenis pajak yang akan

dipungut.

1. Meskipun perhitungan dan pemungutan sudah dilakukan dengan
tepat, diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis rutin bagi

bendahara desa mengenai peraturan terbaru terkait PPh Pasal 22



2.

3.

4.
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agar tidak terjadi kekeliruan terhadap perhitungan PPh pasal 22 ke

depannya.

Bendahara Desa Sikakap perlu menyusun jadwal kewajiban
perpajakan bulanan, termasuk tenggat waktu penyetoran untuk
menghindari  keterlambatan. Dan  bendahara  sebaiknya  rutin
berkonsultasi dengan pendamping desa dan petugas pajak di KPP
Pratama Padang untuk menghindari kesalahan administrasi dan

keterlambatan.

Pemerintah Daerah setempat sebaiknya menyelenggarakan sosialisasi
tentang pentingnya pelaporan SPT Masa meskipun pajak sudah
dibayarkan melalui e-billing. Bendahara perlu membiasakan membuat
dokumentasi lengkap atas setiap penyetoran pajak dan menyusun
laporan secara tertib sebagai bagian dari pertanggungjawaban

keuangan desa.

Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar yang akan
mengkaji Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Sikakap
untuk tidak hanya fokus pada Pajak Penghasilan Pasal 22 saja.
Karena banyak jenis pajak penghasilan yang dipungut maupun yang

dipotong oleh Bendahara Desa Sikakap.
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